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ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan peraturan Gubernur mengenai
mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Masalah ini muncul karena kurangnya ketegasan dalam mengatur reklame yang
melanggar peraturan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan
fokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan dua
rumusan masalah, pertama bagaimana Urgensi Peraturan Gubernur mekanisme
pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kedua apa materi
muatan yang perlu di atur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan pentingnya peraturan Gubernur khusus mengenai mekanisme
pembongkaran reklame untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan
lingkungan serta menjaga estetika kota. Materi muatan peraturan ini mencakup
pengendalian, pengawasan dan penertiban, pelaksanaan jaminan bongkar dan
tarif uang jaminan bongkar reklame, mekanisme pembongkaran reklame dan
pengembalian uang jaminan bongkar, serta pengelolaan uang jaminan bongkar.
Peraturan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang jelas untuk
penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar aturan, sehingga penting
dalam menyelesaikan masalah reklame ilegal yang mengganggu kenyamanan
dan keindahan lingkungan di DIY.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur dan Pembongkaran Reklame.
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ABSTRACT

This research discusses the urgency of formation a Governor's regulation
regarding the mechanism for dismantling billboards in the Special Region of
Yogyakarta (DIY). This problem arises due to a lack of firmness in regulating
advertisements that violate regulations. Normative juridical research methods
are used with a focus on the application of rules or norms in positive law. The
research results show the importance of a special Governor's regulation
regarding the mechanism for dismantling billboards to improve environmental
order and security and maintain the aesthetics of the city. The content of this
regulation includes control, supervision and ordering, implementation of
dismantling guarantees and rates for dismantling deposits for advertisements,
mechanisms for dismantling advertisements and refunding dismantling deposits,
as well as management of dismantling deposits. This regulation is expected to
provide a clear legal basis for law enforcement against advertisements that
violate the rules, so it is important in resolving the problem of illegal
advertisements that disturb the comfort and beauty of the environment in DIY.

Keywords: Governor's Regulations and Dismantling Advertisements.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi negara kesatuan menjadi kerangka dalam memahami konsepsi

lembaga yang ada di daerah dalam korelasinya dengan hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut C.F. Strong:1

“Negara kesatuan adalah negara yang diorganisasikan di bawah sebuah
pemerintah pusat. Kekuasaan apapun yang dimiliki oleh berbagai pemerintah
subnasional dalam wilayah yang diperintah secara keseluruhan oleh pemerintah
pusat diselenggarakan atas diskresi pemerintah pusat, dan kekuasaan pusat
memiliki supremasi terhadap keseluruhan tanpa pembatasan apapun yang
dipaksakan oleh undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus kepada
bagian bagiannya.”

Lebih lanjut menurut Bagir Manan2 Otonomi cq. otonomi daerah, baik

sebagai political institution, sebagai legal institution (Hans Kelsen: political

order dan legal order) maupun sebagai lembaga manajemen, adalah subsistem

negara kesatuan. Salah satu wujud sila Persatuan Indonesia adalah Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam kaitan dengan wewenang atau kekuasaan, pada negara kesatuan

semua wewenang asli (original power atau original authorithy) dalam negara

adalah pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memencarkan

(spreiding) sebagian wewenang kepada satuansatuan yang lebih rendah baik

1 Dwi Aindaiyaini Buidisietyowaiti, Kiebieraidaiain Otonomi Daiieraih di NiegairaiKiesaituiain Riepuiblik
IndoniesiaiDiesiertaisi, PaiscaiSairjainaiFaikuiltais Huikuim Uiniviersitais Indoniesiai, 2004, hlm. 95.

2 Zuidain Airif Faikruillaih, Politik Huikuim Otonomi Daiieraih, Raijaiwaili Priess, Jaikairtai, 2014,
hlm.143.
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dalam bentuk hak otonomi, hak pembantuan, atau hak atas dasar dekonsentrasi.

Berdasarkan kedua pendapat ini maka dapat dinyatakan prinsip dasar negara

kesatuan adalah kekuasan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat,

yang kemudian dibagikan kepada daerah. Oleh karenanya, kedudukan daerah

adalah subordinasi dari pusat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hans

Antlov yang dikutip oleh Suharizal bahwa prinsip negara kesatuan

berlandaskan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan, lebih lanjut

mengemukakan:3

“The unitary principle ground sovereignity in the nation as awhole. A
goverment represing a unitry nation has right to delegatepowers downward to
region and local institutions, throughlegislation, but the region have no right
to any og these powers. A unitery staste can higly cantralized (like france) or it
can bedecentralized, with a substatial degree of autonomy of forprovinces or
communes (like britain and nethreland) at any rate,it is a unitry satate. The
power held by local and region organshave been received from above, and can
be withdrawn throughtnew legislation without any need for consent from the
communesor provinces concerned”.

Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam

negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan

hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian

pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan

maupun Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta

persetujuan terlebih dahulu dari daerah.4 Sedangkan, istilah otonomi berasal

dari dua kata bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos (Peraturan) atau

“undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti Peraturan sendiri atau

3 Suihairizail, Diemokraisi Piemiluikaidai dailaim sistiem kietaitainiegairaiain RI, UiNPAiD Priess,
Bainduing 2012, hlm 54-55.

4 Ibid
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undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan

sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara,

kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut

Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, bahwa otonomi daerah

adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah

memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan.5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam konsepsi otonomi daerah dalam

UU Pemda No. 23 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek pemerintahan wajib,

termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan jalan. Berkenaan

dengan jalan, kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Ini berarti Pemerintah Daerah

memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, serta terlibat dalam

proses pembangunan dan perawatan jalan-jalan di wilayahnya, terutama jalan-

jalan provinsi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan yang mengamanatkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah,

baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengurus segala hal

5 Dhairmai Sietyaiwain Sailaim, Otonomi Daiieraih di Niegairai Riepuiblik Indoniesiai (Idientifikaisi
biebieraipaifaiktor yaing miempiengairuihi pienyielienggairaiainyai, RaijaiGraifindo Piersaidai, Jaikairtai, 2004,
hlm. 80
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terkait dengan jalan provinsi yang berada di wilayahnya.6 Kewenangan

pemerintah daerah Provinsi dalam mengatur pemanfaatan jalan ini penting

untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan efisiensi lalu lintas di wilayah

setempat. Mereka dapat merespons kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah

mereka, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, perencanaan transportasi, dan

peningkatan infrastruktur jalan. Dengan mengatur pemanfaatan jalan secara

efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat,

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur iklan

dan reklame di sepanjang jalan yang menjadi kewenangannya. Mereka dapat

menetapkan Peraturan terkait tata cara pemasangan reklame, jenis dan ukuran

reklame yang diizinkan, serta pembatasan dan pembayaran iklan. Berdasarkan

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah

juga dapat menggunakan pengaturan reklame sebagai sumber pendapatan bagi

daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi.7 Kewenangan pemerintah

daerah dalam mengatur reklame bertujuan untuk menjaga tata ruang, estetika,

dan lingkungan yang sehat di wilayah setempat. Mereka dapat mengendalikan

penempatan reklame yang berlebihan, mengganggu, atau melanggar aturan-

aturan tertentu.

6 Paisail 15 Uindaing-uindaing Nomor 2 Taihuin 2022 tientaing Pieruibaihain Kieduiai aitais Uindaing-
Uindaing Nomor 38 Taihuin 2004 tientaing Jailain

7 Paisail 64 aiyait (2) Uindaing-Uindaing Nomor 1 Taihuin 2022 tientaing Huibuingain Kieuiaingain
AintairaiPiemierintaih Puisait dain Piemierintaih Daiieraih
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Kondisi di Yogyakarta saat ini menghadapi masalah terkait dengan

pemasangan reklame yang berlebihan di sepanjang Jalan Provinsi. Hal ini tidak

hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Situasi semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang

melintasi jalan provinsi tersebut.

Peraturan terkait jalan dan pemanfaatan reklame di Provinsi Yogyakarta

diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Perda

tersebut mencakup regulasi tentang penggunaan ruang, termasuk pemasangan

reklame di sepanjang jalan provinsi. Pasal 59 dalam Peraturan tersebut

menjelaskan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar aturan terkait

pemasangan reklame secara ilegal. Sanksi tersebut termasuk teguran tertulis,

denda, bahkan pembongkaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata ruang dan

estetika kota, serta mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan tertib

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam mengaplikasikannya di

Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang kurang memenuhi syarat-syarat

yang sesuai dengan Peraturan yang ada, tidak ada pasal yang terkandung dalam

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Reklame No. 6 tahun 2017

terkait dengan sanksi yang lebih jelas.8

Seperti pada kasus maraknya pemasangan reklame di Yogyakarta yang

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6

8 Paisail 59 Pieraituirain Daiieraih Yogyaikairtai No 6 taihuin 2017 tientaing Piengguinaiain dain
Piemainfaiaitain Baigiain-Baigiain Jailain Provinsi
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Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan

Provinsi. Tercatat dari 1500 reklame yang terpasang berdasarkan data dari

pemanfaatan jalan Provinsi sejak 2018 hingga 2021 hanya 200 saja yang

mengurus izin, ini termasuk jaringan utilitas maupun media/papan reklame.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yogyakarta mengaku kesulitan

untuk melakukan pembongkaran karena belum ada Pergub sebagai turunan dari

Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan

Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Selain itu, biaya pembongkaran

papan reklame ilegal itu terbilang mahal. Untuk pencabutan satu papan

reklame, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Pada tahun 2022, jumlah reklame

yang tidak berizin dan harus dibongkar sebanyak 1.500 titik yang berada di

ruas jalan Provinsi di wilayah Yogyakarta. Maraknya oknum-oknum dari pihak

yang berwenang yang memanfaatkan bayaran dari perusahaan swasta dibidang

media dan reklame untuk memasang reklame dengan mudah tanpa harus

mengikuti aturan-aturan yang ada.9

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa

Yogyakarta menyebut ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di 97 ruas jalan

provinsi sepanjang 760 kilometer. Pemerintah Daerah menyebut tak bisa

melakukan pembongkaran dikarenakan tidak adanya anggaran untuk

pembongkaran reklame tersebut, temuan ini disampaikan Ketua Panitia Khusus

(Pansus) BA4 DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo, Pansus ini bekerja

9 Suinairtono, 1.500 Paipain Rieklaimie di DIY TiernyaitaiTaik Bierizin Solopos. Tierdaipait dailaim
https://www.solopos.com/ieailaih-1-500-paipain-rieklaimie-di-diy-tiernyaitai-taik-bierizin-1274828 diaiksies
tainggail 11 miei 2022.

https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828
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melakukan pengawasan terhadap Perda Prov DIY Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Badan Jalan Provinsi. Bahwa

Banyak pelanggaran dari implementasi Peraturan Daerah ini yaitu, banyaknya

pemanfaatan badan jalan yang sebagian besar didominasi papan iklan ilegal.

Hal ini mengakibatkan banyak potensi untuk Pendapatan Asli Daerah yang

hilang. Anggota DPRD DIY lain, Arif Setiadi, menyebutkan bahwa pada 2018-

2021, dari ribuan reklame di jalanan DIY, hanya 200 Orang yang mengurus

izin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum dibuatnya Peraturan

gubernur (Pergub) sejak perda disahkan.10

Sebagai aset milik pemda, ketiadaan Peraturan Gubernur atau aturan

yang secara eksplisit terhadap anggaran pembongkaran reklame menjadi nilai

bukti eksekutif mengabaikan dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri.

Pansus memberikan batas waktu sampai 25 Maret agar persoalan ini bisa

dicarikan solusinya. Jika melebihi batas waktu, keberadaan pansus

akan diperpanjang sampai masalah itu selesai. Bagi anggota DPRD DIY lain,

RM Sinarbiyat Nujanat, alasan pemerintah yang menyatakan ketiadaan

anggaran adalah alasan klise. Menurutnya, terjadi pembiaran oleh pemda

atas hilangnya ratusan miliar dari penggunaan badan jalan.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad memaparkan laporan mengenai

adanya papan iklan ilegal ini berasal dari pihaknya. Ada lebih dari 1.500 papan

iklan ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan milik provinsi. Di Kabupaten

10 ibid
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Sleman mendominasi banyaknya pemasangan reklame ilegal,11 baik di

sepanjang Jalan Kaliurang maupun Jalan Maguwoharjo, Satpol PP pun tidak

bisa membongkar karena tidak memiliki anggaran. Pembongkaran satu

reklame membutuhkan kurang lebih Rp10 juta,

Ketiadaan Pergub sejak empat tahun terakhir ini menjadi penyebab

utama tumbuh suburnya papan iklan ilegal. Sebagai pelaksana pembongkaran,

Noviar mengatakan pemda tidak mungkin menyediakan anggaran. Karenanya,

ia mengusulkan, pergub itu nantinya juga memuat pasal bahwa pembongkaran

wajib dilakukan oleh pemilik iklan atau pihak ketiga dengan biaya dari

penjualan material iklan tersebut.

Rata-rata pemasangan papan iklan ilegal dilakukan saat tengah malam

dan pagi sudah terpasang. Pihak Satpol PP kesulitan menemukan siapa

pemiliknya12. Karena tidak bisa melakukan konfirmasi ke pemilik materi yang

dipasang, Karena itulah, Ketua Satpol PP juga mendesak agar pergub yang

mengatur pembongkaran papan iklan ilegal ini segera disahkan agar bisa

dilaksanakan.13

Dari latar belakang di atas, peneliti menilai bahwa permasalah tersebut

perlu dibuatnya Peraturan gubernur mengenai biaya pembongkaran ditanggung

oleh pemilik reklame ilegal tersebut dan perlu adanya Peraturan gubernur

turunan dari Peraturan daerah Yogyakarta yang dalam hal ini bersangkutan

11 Kuikuih, istimiewainyai rieklaimie illiegail di yogyaikairtai: piemdairuigi raituirsain miliair, taik aidai
pierguib dain duiit uintuik miembongkair, gaitraicom, tierdaipait dailaim https://www.gaitrai.com/niews-
538466-riegionail-istimiewainyai-rieklaimie-iliegail-di-yogyaikairtai-piemdai-ruigi-raituisain-miliair-taik-aidai-
pierguib--duiit-uintuik-miembongkair.html, diaiksies paidai8 Mairiet 2022

12 ibid
13 ibid

https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
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dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No 6 tahun 2017 tentang Penggunaan

Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Oleh karena itu, Penilitian ini perlu dilakukan sebagai data dasar untuk

menemukan upaya hukum yang diperlukan. Berdasarkan uraian diatas peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini dengan judul “URGENSI

PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR MENGENAI

MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA”, disebabkan adanya kesenjangan antara yang

di cita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan atau realita yang

terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan pandangan yang dicurahkan dalam latar belakang, maka

peneliti akan merumuskan masalah tersebut menjadi beberapa poin sebagai

berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Gubernur mengenai

mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur

mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah Istimewa

Yogyakarta?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian dalam

penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Urgensi yang di lakukan oleh pemerintah

dalam upaya pembentukan Peraturan gubernur mengenai mekanisme

pembongkaran reklame di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apa materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan

Gubernur mengenai mekanisme pembongkaran reklame di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu hal dalam menulis yaitu keaslian penelitian yang dilakukan

adalah buah pikir dari peneliti, maka akan dicantumkan penelitian yang

terdahulu dengan persamaan tema yakni mengenai “Urgensi Pembentukan

Peraturan Mengenai Mekanisme Pembongkaran Reklame di Daerah Istimewa

Yogyakarta” diantaranya:

1. Aidriainsyaih Siraiit, Skripsi Maihaisiswi Unviersitais Muhaimmaidiya ih

Yogyaikairtai, Jurusain Ilmu Hukum, yaing bierjudul “Pieniegaikain Hukum

Pierizinain Rieklaimie Di Kotai Yogyaikairtai Bierdaisairkain Pieraiturain

Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing

Pienyielienggairaiain Rieklaimie”. Fokus pienielitiain yaing dilaikukain olieh

pienieliti aidailaih Pieniegaikain Hukum ya ing bierfokus di pierizinain tientaing

Rieklaimie di kotai Yogyaikairtai di tinjaiu dairi Pieraiturain Daiieraih Kotai
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Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing Rieklaimie. Haisil dairi pienielitiain

tiersiebut, daipait disimpulkain baihwai Upaiya i Piemierintaih Daiieraih dailaim

piembieriain sainksi tierhaidaip pienyimpaingain pienyielienggairaiain rieklaimie di

Kotai Yogyaikairtai aidailaih sainksi-sainksi aidministraisi sudaih ditieraipkain

paidai pielainggairain pienyielienggairaiain rieklaimie bierupai piencaibutain izin

rieklaimie dain sainksi diendai tierhaidaip pienyielienggairai rieklaimie yaing

mielaikukain pielainggairain izin rieklaimie. Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain

tiersiebut diengain pienielitiain ini yaiitu, paidai pienielitiain tiersiebut pienieliti

miemfokuskain tierhaidaip pieniegaikain hukum pierizinain rieklaimie di

Yogyaikairtai siedaingkain, paidai pienielitiain ini bierfokus paidai aiturain

miengienaii piembongkairain rieklaimie di Yogyaikairtai.14

2. Riskai Hiening Trisyaintairai, Skripsi Maihaisiswai Univiersitais Islaim

Indoniesiai, Jurusain Ilmu Hukum, yaing bierjudul “Pieniegaikain Hukum

Dailaim Pienyielienggairaiain Rieklaimie Mienurut Pieraiturain Daiieraih Kotai

Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Di Kotai Yogyaikairtai”. Pienielitiain

yaing dilaikukain olieh pienieliti bierfokus paidai baigaiimainai piembinaiain liebih

lainjut yaing disielienggairaikain olieh Piemierintaih Kotai Yogyaikairtai kiepaidai

pihaik piemohon izin rieklaimie aitaiu piemaisaing aigair pienyielienggairaiain

rieklaimie di Kotai Yogyaikairtai sietidaiknyai siesuaii diengain Pieraiturain Daiieraih

yaing bierlaiku. Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut diengain

pienielitiain ini yaiitu, di dailaim pienielitiain tiersiebut maisih mienggunaikain

Pieraiturain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 ya ing paidai saiait

14 Aidriainsyaih Siraiit, Pieniegaikain Huikuim Pierizinain Rieklaimie Di Kotai Yogyaikairtai
Bierdaisairkain Pieraituirain DaiieraihKotaiYogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Tientaing Pienyielainggairaiain
Rieklaimie, dailaim Skripsi, Uiniviersitais Muihaimmaidiyaih Yogyaikairtai, 2017.
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ini sudaih tidaik bierlaiku laigi yaing di gaintikain diengain Pieraiturain Daiieraih

Kotai Yogyaikairtai No 6 Taihun 2022 yaing digunaikain di dailaim pienielitiain

ini. Sielaiin itu, fokus pienielitiain jugai bierbiedai yaiitu pierizinain dain aiturain

piembongkairain.15

3. Dieni Rismaiwain, Skripsi Maihaisiswai Univiersitais Siebielais Mairiet, Jurusain

Ilmu Hukum, ya ing bierjudul “Pierain Siertai Maisyairaikait Dailaim

Piembientukain Pieraiturain Daiieraih Kotai Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun

2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie Yaing Pairtisipaitif”.

Pienielitiain yaing dilaikukain olieh pienieliti bierfokus paidai pierainain

maisya iraikait dailaim piembientukain dain jailainnya i Pieraiturain Daiieraih Kotai

Yogyaikairtai Nomor 2 Taihun 2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie

Yaing Pairtisipaitif. Dain tientaing pienyielienggairain rieklaimie siecairai prociedurail

sudaih siesuaii diengain Paisail 96 Aiyait (2) Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun

2011 tientaing piembientukain Pieraiturain PierUndaing-Undaingain ya iitu

mielailui Raipait Diengair Piendaipait Umum, Kunjungain Kierjai aitaiu Studi

Bainding dain Uji Publik dailaim piembaihaisain Raincaingain Pieraiturain Daiieraih.

Hail ya ing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut diengain pienielitiain ini di dailaim

pienielitiain ini fokus pienielitiain yaing bierbiedai di dailaim Skripsi tiersiebut

miembaihais tientaing pierainain maisya iraikait tierhaidaip piembientukain Pieraiturain

15 RiskaiHiening Trisyaintairai, Pieniegaikain Huikuim Dailaim Pienyielienggairaiain Rieklaimie Mienuiruit
Pieraituirain Daiieraih KotaiYogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Di KotaiYogyaikairtai, dailaim Skripsi,
Uiniviersitais Islaim Indoniesiai, 2017.
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tientaing rieklaimie siedaingkain skripsi ini miembaihais tientaing aiturain

miengienaii piembongkairain rieklaimie di Yogyaikairtai.16

4. Nivo Christitairiai, Skripsi Maihaisiswai Aitmai Jaiya i Yogyaikairtai, Jurusain

Ilmu Hukum, ynaig bierjudul “iEfiektivitais Piengienaiain Sainksi Tierhaidaip

Pielainggairain Izin Rieklaimie Di Kaibupaitien Sliemain”. Pienielitiain yaing di

laikukain olieh pienieliti bierfokus paidai iEfiektivitais piengienaiain sainksi

tierhaidaip pielainggairain izin rieklaimie di Kaibupaitien Sliemain paidai saiait ini

bielum iefiektif dikairienaikain mieskipun bainya ik piengienaiain sainksi baiik

bierupai sainksi aidministraitif maiupun sainksi pidainai tidaik jugai mienguraingi

jumlaih pielainggairain izin rieklaimie di kaibupaitien Sliemain Dailaim

piermaisailaihain ini, Pieraiturain ya ing dibuait olieh piemierintaih kaibupaitien

Sliemain bielum ditaiaiti siepienuhnyai olieh maisya iraikait siehinggai bielum

tiercaipaii suaitu iefiektivitais. Hail yaing miembiedaikain pienielitiain tiersiebut

diengain pienielitiain ini di dailaim pienielitiain ini bierfokus tierhaidaip sainksi

tierhaidaip pielainggairain izin rieklaimie di Kaibupaitien Sliemain siedaingkain

Skripsi ini miembaihais tientaing aiturain yaing lingkupnyai sieluruh Kaibupaitien

di Provinsi Daiieraih Istimiewai Yogyaikairtai.17

Pienielitiain di aitais jielais bierbiedai diengain pienielitiain ya ing aikain ditulis olieh

pienieliti kairienai lietaik pierbiedaiainnyai aidailaih subyiek dain objiek Pienielitiain.

Bierdaisairkain pienielitiain ini Pienieliti miencobai miengkaiji baigaiimainai urgiensi

piemierintaih dailaim piembientukain suaitu Pieraiturain yaing bierhubungain diengain

16 Dieni Rismaiwain, Pierain SiertaiMaisyairaikait Dailaim Piembientuikain Pieraituirain Daiieraih Kotai
YogyaikairtaiNomor 2 Taihuin 2015 Tientaing Pienyielienggairaiain Rieklaimie Yaing Pairtisipaitif, dailaim
Skripsi, Uiniviersitais Siebielaih Mairiet, 2016.

17 Nivo Christitairiai, iEfiektivitais Piengienaiain Sainksi Tierhaidaip Pielainggairain Izin Rieklaimie Di
kaibuipaitien Sliemain, dailaim Skripsi, Uiniviersitais AitmaiJaiyaiYogyaikairtai, 2015.
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Piembongkairain Rieklaimie di Provinsi Daiieraih Istimiewai Yogyaikairtai. Mieskipun

miemiliki piersaimaiain diengain pienielitiain yaing dilaikukain siebielumnya i, naimun

daipait dikaitaikain baihwai pienielitiain yaing aikain ditieliti olieh pienieliti orisinil. Olieh

kairienai itu, aidainyai pierbiedaiain fokus pienielitiain.

E. Tinjaiuain Pustaikai

Tinjaiuain pustaikai mienguraiikain miengienaii kaijiain Pieraiturain pierundaing-

undaingain, putusain, piengaidilain dain pustaikai yaing bierupai doktrin, piendaipait, aihli

dain/aitaiu tieori-tieori yaing rielievain diengain objiek yaing aikain ditieliti. Laindaisain

tieori yaing digunaikain untuk miengainailisis piermaisailaihain hukum dailaim

pienielitiain ini aintairai laiin:

1. Otonomi Daiieraih

Dailaim Paisail 18 aiyait (2) Undaing-Undaing Daisair Niegairai Riepublik

Indoniesiai Taihun 1945 disiebutkain “Piemierintaih daiieraih provinsi, daiieraih

kaibupaitien, dain kotai miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihain

mienurut aisais otonomi dain tugais piembaintuain”. Bierdaisairkain paisail tiersiebut

dikietaihui baihwai sietiaip daiieraih di Indoniesiai dibierikain kiewienaingain olieh

Piemierintaih Pusait mielailui pienyieraihain siebaigiain kiewienaingain dairi Piemierintaih

Pusait kiepaidai Piemierintaih Daiieraih untuk miengurusi urusain rumaih tainggainyai

siendiri. Pienyielienggairaiain piemierintaih daiieraih diairaihkain untuk miempierciepait

tierwujudnya i kiesiejaihtieraiain maisyairaikait mielailui pieningkaitain pielaiya inain,

piembierdaiya iain, dain pierain siertai maisyairaikait, siertai pieningkaitain daiya i saiing
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daiieraih diengain miempierhaitikain prinsip diemokraisi, piemieraitaiain, kieaidilain, dain

kiekhaisain suaitu daiieraih dailaim sistiem Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai.18

Otonomi Daiieraih siecairai ietimologi bieraisail dairi kaitai “otonomi” dain

“daiieraih”. Kiemudiain dailaim baihaisai Yunaini “otonom” mierupaikain kaitai “aiutos”

yaing diairtikain siebaigaii siendiri dain “nomos” yaing diairtikain siebaigaii aiturain dain

undaing-undaing. Diengain pienjielaisain tiersiebut daipait diairtikain baihwai otonomi

siebaigaii kiewienaingain untuk miengaitur dain miengurus siendiri kiewienaingain untuk

miembuait aiturain ya ing biergunai untuk miengurus urusainnya i siendiri. Siedaingkain

daiieraih-daiieraih miemiliki kiesaituain maisyairaikait hukum dain miemiliki baitais

wilaiyaihnyai.19

Bierdaisairkain UU No 23 Taihun 2014 Paisail 1 Aingkai 6 miembierikain

diefinisi Otonomi daiieraih aidailaih haik, wiewienaing, dain kiewaijibain daiieraih otonom

untuk miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihain dain kiepientingain

maisyairaikait sietiempait dailaim sistiem Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai.

Miengaicu paidai diefinisi normaitif dailaim UU No 23 Taihun 2014, maikai unsur

otonomi daiieraih aidailaih (ai) haik; (b) wiewienaing; dain (c) kiewaijibain daiieraih

otonom.

Kietigai hail tiersiebut dimaiksudkain untuk miengaitur dain miengurus siendiri,

urusain piemierintaihain dain kiepientingain maisya iraikait sietiempait siesuaii diengain

Pieraiturain pierundaing-undaingain. Didailaim UU Nomor 23 Taihun 2014 yaing

18 Aini Sri Raihaiyui, Piengaintair Piemierintaihain Daiieraih Kaijiain Tieori, Huikuim, dain Aiplikaisinyai,
Sinair Graifikai, Mailaing, 2017, Hlm.12

19 Suihairizail Muislim Chainiaigo, Huikuim Piemierintaihain Daiieraih Sietielaih Pieruibaihain UiUiD 1945,
ThaifaiMiediai, Yogyaikairtai, 2017, hlm. 52
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dimaiksud haik dailaim kontieks otonomi daiieraih aidailaih haik-haik daiieraih dailaim

mienyielienggairaikain otonomi, daiieraih miempunyaii haik:

a. Miengaitur dain miengurus siendiri urusain piemierintaihainnya i

b. Miemilih pimpinain daiieraih

c. Miengielolai aipairaitur daiieraih

d. Miengielolai kiekaiyaiain daiieraih

e. Miemungut paijaik daiieraih dain rietribusi daiieraih

f. Miendaipaitkain baigi haisil dairi piengielolaiain sumbier daiya i ailaim dain sumbier

daiya i laiinnyai ya ing bieraidai di daiieraih

g. Miendaipaitkain sumbier-sumbier piendaipaitain laiin yaing saih

h. Miendaipaitkain haik laiinnyai yaing diaitur dailaim Pieraiturain pierundaing-

undaingain.

Tujuain umum dairi kiebijaikain otonomi daiieraih siebaigaiimainai tiersirait

dailaim Undaing Undaing No. 23 Taihun 2014, ya iitu:20

a. Miembieri pieluaing dain kiesiempaitain baigi tierwujudnyai piemierintaih yaing

baiik dain biersih (clieain aind good goviernaincie) di daiieraih dailaim pielaiyain

publik, yaing bierairti pielaiksainaiain tugais piemierintaih daiieraih hairus didaisairkain

aitais prinsip : iefiektif, iefisiien, tierbukai, dain aikuntaibiel.

b. Mieningkaitkain kiesiejaihtieraiain raikya it diengain sielailu miempierhaitikain

kiepientingain dain aispiraisi yaing tumbuh dailaim maisyairaikait.

c. Mienjaimin kiesieraisiain hubungain aintair daiieraih saitu diengain daiieraih laiinnyai,

airtinyai maimpu miembaingun kierjaisaimai aintair daiieraih diengain daiieraih laiinnya i

20 Uindaing Uindaing No. 23 Taihuin 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih
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untuk mieningkaitain kiesiejaihtieraiain biersaimai dain mienciegaih kietimpaingain

aintair daiieraih.

d. Mienjaimin hubungain yaing sieraisi aintairai daiieraih diengain piemierintaih,

airtinyai hairus maimpu miemielihairai dain mienjaigai kieutuhain wilaiyaih Niegairai

dain tietaip tiegaiknya i Niegairai Kiesaituain Riepublik Indoniesiai dailaim raingkai

miewujudkain tujuain Niegairai.

e. Mieningkaitkain daiyai saiing daiieraih untuk miendukung iekonomi naisionail

2. Produk Hukum Daiieraih

a. Pieraiturain Daiieraih

Sailaih saitu kiewienaingain orgain niegairai aidailaih kiewienaingain DPR/DPRD

untuk miembuait undaing-undaing aitaiu Pieraiturain Daiieraih. Kiewienaingain ini

biersifait aitributif, kairienai dibierikain olieh UUD 1945 untuk DPR dain Undaing

Undaing Nomor 23 Taihun 2014 tientaing Piemierintaihain Daiieraih untuk DPRD.

Olieh kairienai itu pienggunaiainyai hairus dilaikukain bierdaisair aitais prinsip aitaiu aisais

aikuntaibilitais dain aisais trainspairainsi, siehinggai bienair-bienair siesuaii diengain

Pieraiturain yaing miendaisairinyai. Siehinggai yaing liebih cocok disini aidailaih

pielimpaihain kiewienaingain dairi piemierintaih pusait kiepaidai piemierintaih daiieraih

didaisairkain paidai suaitu dieliegaisi, dimainai dailaim hail otonomi daiieraih tierdaipait

pielimpaihain wiewienaing piemierintaihain dairi saitu orgain piemierintaihain, yaiitu

piemierintaih pusait kiepaidai orgain piemierintaihain laiinnyai, dailaim hail ini piemierintaih

daiieraih ya ing mieliputi piemierintaihain Provinsi, Kaibupaitien dain Kotai.
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b. Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih diaitur dailaim Paisail 246 Undaing-undaing

Nomor 23 taihun 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih, siecairai khusus dailaim

Paisail 246 aiya it (1) miengaitur caikupain dairi maitieri Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

yaiitu untuk mielaiksainaikain Pieraiturain Daiieraih aitaiu aitais kuaisai Pieraiturain

pierundaing-undaingain, kiepailai daiieraih mienietaipkain Pieraiturain Kiepailai

Daiieraih. Siesuaii diengain Paisail 8 aiyait (1) Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun

2011 tientaing Piembientukain Pieraiturain Pierundaing-Undaingain baihwai

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih yaing bierupai Pieraiturain Gubiernur aitaipun

Pieraiturain Bupaiti/Wailikotai mierupaikain jienis Pieraiturain Pierundaing-Undaingain.

Aikain tietaipi Pieraiturain Kiepailai Daiieraih bairu diaikui kiebieraidaiainnyai dain

miempunyaii kiekuaitain miengikait siepainjaing dipierintaihkain olieh Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain kiew ienaingain.

Diengain diemikiain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih dibientuk bilai aidai dieliegaisi dairi

Pieraiturain Daiieraih, siehinggai Pieraiturain Daiieraih disiebut siebaigaii Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain siebaigaiimainai disiebutkain dailaim Paisail 8 aiyait (1)

Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun 2011 tientaing Piembientukain Pieraiturain

Pierundaing-Undaingain.

Piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih sielaiin bierdaisairkain paidai aisais

liegailitais yaing dibientuk bierdaisairkain pierintaih dairi Pieraiturain Daiieraih

tierkaidaing dipaindaing tidaik cukup dailaim konsiep niegairai kiesiejaihtieraiain.

Aisais liegailitais saijai tidaik cukup untuk daipait bierpierain dailaim miembierikain

pielaiyainain kiepaidai maisya iraikait dain mielaiksainaikain otonomi daiieraih
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siehinggai sieringlaih digunaikain kiewienaingain yaing dimiliki olieh pairai

Kiepailai Daiieraih aitaiu yaing siering disiebut siebaigaii frieiies iemierssien

(dieskriesionier).

3. Piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Pieraiturain Kiepailai mierupaikain aiturain ya ing dikieluairkain olieh sieoraing

Kiepailai Daiieraih, siepierti Gubiernur aitaiu Bupaiti/Waili Kotai, untuk miengaitur taitai

kielolai piemierintaihain di wilaiyaihnyai. Aiturain ini biertujuain untuk mielaiksainaikain

kiebijaikain dain prograim piemierintaih, siertai miengaitur kiegiaitain-kiegiaitain di tingkait

daiieraih ya ing siesuaii diengain kiebutuhain dain kairaiktieristik daiieraih tiersiebut.

Piengiertiain laiinnyai, bierdaisairkain Kietientuain Umum paidai Undaing-Undaing

Riepublik Indoniesiai Nomor 23 Taihun 2014 tientaing Piemierintaihain Daiieraih,

Pieraiturain Kiepailai Daiieraih yaing sielainjutnyai disiebut Pierkaidai mierupaikain

Pieraiturain gubiernur dain Pieraiturain bupaiti/waili kotai. Dailaim pienielitiain ini,

Pieraiturain kiepailai daiieraih saingait dipierlukain kairienai mienyaingkut Pieraiturain

Gubiernur di dailaimnya i.21

Siekailipun tidaik disiebutkain dailaim hiierairki Pieraiturain pierundaing-

undaingain tiersiebut, naimun tidaik bierairti kiebieraidaiain Pieraiturain bupaiti/wailikotai

tainpai ailais hukum. Hail ini siebaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 8 aiya it (1) UU

12/2011, ya ing bierbunyi:22

“Jienis Pieraiturain Pierundaing-undaingain sielaiin siebaigaiimainai dimaiksud
dailaim Paisail 7 aiyait (1) miencaikup Pieraiturain yaing ditietaipkain olieh Maijielis
Piermusyaiwairaitain Raikyait, Diewain Pierwaikilain Raikya it, Diewain Pierwaikilain

21 Uindaing-Uindaing Riepuiblik IndoniesiaiNomor 23 Taihuin 2014 tientaing Piemierintaih Daiieraih
22 Paisail 8 aiyait (1) Uindaing-uindaing Nomor 12 taihuin 2011 Tientaing Piembientuikain Pieraituirain

Pieruindaing-Uindaingain.
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Daiieraih, Maihkaimaih Aigung, Maihkaimaih Konstitusi, Baidain Piemieriksai

Kieuaingain, Komisi Yudisiail, Baink Indoniesiai, Mientieri, baidain, liembaigai, aitaiu
komisi yaing sietingkait ya ing dibientuk diengain Undaing-Undaing aitaiu Piemierintaih
aitais pierintaih Undaing-Undaing, Diewain Pierwaikilain Raikyait Daiieraih Provinsi,
Gubiernur, Diewain Pierwaikilain Raikyait Daiieraih Kaibupaitien/Kotai,
Bupaiti/Wailikotai, Kiepailai Diesai aitaiu yaing sietingkait”.

Dailaim raingkai pienyielienggairaiain piemierintaihain Daiieraih, Kiepailai Daiieraih

dibierikain kiewienaingain untuk miembuait produk hukum daiieraih bierupai

piengaiturain maiupun pienietaipain. Produk hukum yaing bierupai piengaiturain dibuait

dailaim bientuk Pierdai dain Pierkaidai ya ing digunaikain siebaigaii daisair hukum

pienyielienggairaiain piemierintaihain.

Siebaigaiimainai disiebutkain dailaim Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014,

piemierintaih miembierikain kiewienaingain untuk miembientuk Pierdai aidailaih dailaim

raingkai mienyielienggairaikain otonomi daiieraih dain tugais piembaintuain aitaiu untuk

mienjaibairkain liebih lainjut kietientuain Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih

tinggi. Mienurut Mairiai Fairidai Indraiti, di dailaim Kielompok normai hukum

tierdaipait Pieraiturain pielaiksainaiain (vierordung) dain Pieraiturain otonom (Aiutonomie

Saitzung). Pieraiturain pielaiksainaiain dain Pieraiturain otonom ini mierupaikain

Pieraiturain-Pieraiturain yaing tierlietaik dibaiwaih Undaing-undaing. Aidaipun Pieraiturain

pielaiksainaiain biersumbier dairi kiewienaingain dieliegaisi siedaingkain Pieraiturain otonom

biersumbier dairi kiewienaingain aitribusi. 23

Diengain diemikiain daipait dikaitaikain baihwai dailaim Pieraiturain pierundaing-

undaingain tierdaipait jienis Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing bierupai Pieraiturain

pielaiksainai dain Pieraiturain otonom. Kiebieraidaiainnyai aidailaih kairienai dipierintaihkain

23 MairiaiFairidaiIndraiti, 2007, IlmuiPieruindaingUindaingain I; Jienis, Fuingsi dain Maitieri Muiaitain,
Yogyaikairtai, Pienierbit Kainisiuis, hlm. 55.
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olieh Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi dain biersumbier paidai

kiewienaingain dieliegaisi dain kiewienaingain aitribusi. Aitribusi kiewienaingain dailaim

piembientukain Pieraiturain Pierundaing-undaingain (aittri-butiie vain

wietgievingbievoiegdhieid) aidailaih piembieriain kiewienaingain miembientuk Pieraiturain

pierundaing-undaingain yaing dibierikain olieh Grondwiet (Undaing-Undaing Daisair)

aitaiu wiet (Undaing-undaing) kiepaidai suaitu liembaigai Niegairai/piemierintaihain.

Kiewienaingain tiersiebut mieliekait tierus mienierus dain daipait dilaiksainaikain aitais

praikairsai siendiri sietiaip waiktu dipierlukain, siesuaii diengain baitais-baitais ya ing

dibierikain24

Pieraiturain pierundaing-undaingain ya ing dimaiksud diaikui kiebieraidaiainnya i

dain miempunyaii kiekuaitain hukum miengikait siepainjaing dipierintaihkain olieh

Pieraiturain pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain

kiewienaingain.25 Miekainismie Piembientukain Pierkaidai tierdaipait paidai paisail 42

Piermiendaigri 120 Taihun 2018 ya ing mienieraingkain baihwai:

a. Kiepailai daiieraih mienietaipkain pierkaidai bierdaisairkain aitais pierintaih Pieraiturain

pierundaing-undaingain yaing liebih tinggi aitaiu dibientuk bierdaisairkain

kiewienaingain.

b. Pimpinain pieraingkait daiieraih piemraikairsai mienyusun raincaingain pierkaidai.

c. Raincaingain Pierkaidai, sietielaih disusun, disaimpaiikain kiepaidai biro hukum

provinsi aitaiu naimai laiinnyai dain baigiain hukum kaibupaitien/kotai aitaiu naimai

laiinnyai untuk dilaikukain piembaihaisain.

24 Loc. Cit.
25 Uindaing-uindaing (UiUi) Nomor 13 Taihuin 2022 tientaing Pieruibaihain Kieduiai aitais Uindaing-

Uindaing Nomor 12 Taihuin 2011 tientaing Piembientuikain Pieraituirain Pieruindaing-Uindaingain
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Liebih lainjut, paidai paisail 110 Piermiendaigri 120 Taihun 2018 kiemudiain

mienguraiikain baihwai, Miekainismie piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih di

Indoniesiai mielibaitkain biebieraipai taihaipain ya ing mieliputi:26

a. Pienyusunain Raincaingain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

Taihaip piertaimai dailaim piembientukain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih aidailaih

pienyusunain raincaingain Pieraiturain. Biaisainyai, raincaingain ini disusun olieh tim

aitaiu unit tierkaiit di lingkungain piemierintaihain daiieraih, siepierti Baigiain Hukum,

Baigiain Pieriencainaiain, aitaiu Baigiain Kiebijaikain.

b. Konsultaisi dain Koordinaisi Intiernail

Sietielaih raincaingain Pieraiturain disusun, dilaikukain taihaip konsultaisi dain

koordinaisi intiernail di aintairai unit-unit piemierintaihain tierkaiit. Hail ini biertujuain

untuk miendaipaitkain maisukain dain piersietujuain dairi bierbaigaii pihaik yaing tierlibait

dailaim prosies piengaimbilain kieputusain, siepierti Baidain Pieriencainaiain

Piembaingunain Daiieraih, Dinais tierkaiit, dain Baigiain Kieuaingain.

c. Konsultaisi Publik

Paidai biebieraipai kaisus, tierutaimai untuk Pieraiturain yaing miemiliki daimpaik

signifikain paidai maisya iraikait, dilaikukain konsultaisi publik. Konsultaisi ini daipait

mielibaitkain piertiemuain diengain staikieholdier tierkaiit, piembieriain kiesiempaitain

kiepaidai maisyairaikait untuk miembierikain maisukain, aitaiu piengumumain siecairai

tierbukai aigair maisyairaikait daipait miembierikain tainggaipain dain sairain tierhaidaip

raincaingain Pieraiturain.

26 Paisail 110 Pieraituirain Mientieri Dailaim Niegieri Nomor 120 Taihuin 2018 tientaing Pieruibaihain
aitais Pieraituirain Mientieri Dailaim Niegieri Nomor 80 Taihuin 2015 tientaing Piembientuikain Produik Huikuim
Daiieraih
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d. Piersietujuain dain Pienaindaitaingainain

Sietielaih mielailui prosies konsultaisi dain koordinaisi, raincaingain Pieraiturain

diaijukain kiepaidai Kiepailai Daiieraih untuk piersietujuain. Kiepailai Daiieraih aikain

mieninjaiu dain miengievailuaisi raincaingain Pieraiturain tiersiebut. Jikai siesuaii, Kiepailai

Daiieraih aikain mienaindaitaingaininyai, mienunjukkain piersietujuain dain kieputusain

untuk mienierbitkain Pieraiturain Kiepailai Daiieraih.

e. Piengumumain dain Pienyiebairain

Sietielaih ditaindaitaingaini, Pieraiturain Kiepailai Daiieraih diumumkain kiepaidai

maisyairaikait siecairai riesmi. Piengumumain ini daipait dilaikukain mielailui publikaisi di

miediai maissai, situs wieb riesmi piemierintaih daiieraih, aitaiu ditiempielkain di tiempait-

tiempait umum ya ing mudaih diaiksies olieh maisya iraikait. Pieraiturain Kiepailai Daiieraih

jugai daipait ditierbitkain dailaim bientuk cietaik untuk didistribusikain kie liembaigai-

liembaigai tierkaiit dain instainsi piemierintaih di tingkait daiieraih.

F. Definisi Operasional

1. Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Dailaim Paisail 18 aiyait (2) Undaing-Undaing Daisair Negairai Republik

Indonesiai Taihun 1945 disebutkain “Pemerintaih daieraih provinsi, daieraih

kaibupaiten, dain kotai mengaitur dain mengurus sendiri urusain pemerintaihain

menurut aisais otonomi dain tugais pembaintuain”. Berdaisairkain paisail tersebut

diketaihui baihwai setiaip daieraih di Indonesiai diberikain kewenaingain oleh

Pemerintaih Pusait melailui penyeraihain sebaigiain kewenaingain dairi Pemerintaih
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Pusait kepaidai Pemerintaih Daieraih untuk mengurusi urusain rumaih tainggainyai

sendiri.

Pembentukain Peraiturain perundaing-undaingain aidailaih pembuaitain

Peraiturain perundaing-undaingain yaing mencaikup taihaipain perencainaiain,

penyusunain, pembaihaisain, pengesaihain/penetaipain, dain pengundaingain. Dailaim

proses pembentukain undaing-undaing, terdaipait trainsformaisi visi, misi dain nilaii

yaing diinginkain oleh lembaigai pembentuk undaing-undaing dengain maisyairaikait

dailaim suaitu bentuk aiturain hukum.27

2. Aisais Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain

Aisais-aisais pembentukain Peraiturain perundaing-undaingain, aidailaih aisais

hukum yaing memberikain pedomain dain bimbingain baigi penuaingain isi

Peraiturain, ke dailaim bentuk dain susunain ya ing sesuaii, tepait dailaim penggunaiain

metodenyai, sertai mengikuti proses dain prosedur pembentukain yaing telaih

ditentukain. Menurut Ai. Haimid S. Aittaimimi dailaim konteks pembentukain

Peraiturain perundaing-undaingain di Indonesiai, aisais-aisais pembentukain

undaingundaing yaing baiik aidailaih sebaigaii berikut: aisais citai hukum Indonesiai,

aisais negairai berdaisairkain hukum, aisais pemerintaihain berdaisair sistem konstitusi,

dain aisais-aisais laiinnyai.28

Menurut aisais-aisais Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain Paisail

5 Undaing-Undaing No 15 Taihun 2019 perubaihain aitais Undaing-Undaing No 12

27 Paisail 1 aiyait (1) Uindaing-uindaing (UiUi) Nomor 15 Taihuin 2019 tientaing Pieruibaihain aitais
Uindaing-Uindaing Nomor 12 Taihuin 2011 Tientaing Piembientuikain Pieraituirain Pieruindaing-Uindaingain

28 Suidairyainto Widaiyaiti, W & AimailiaiR. “Konsiep MierdiekaiBielaijair Kaimpuis Mierdiekaidain
Aiplikaisinyaidailaim Piendidikain Baihaisai(dain Saistrai) Indoniesiai”. Kodie: Juirnail Baihaisai. 2020, Doi:
https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379 hlm. 61

https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379
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Taihun 2011 tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain, terdaipait 7

(tujuh) aisais pembentukkain Peraiturain perundaing-undaingain di Indonesiai, yaiitu:

aisais kejelaisain tujuain, aisais kelembaigaiain aitaiu pejaibait pembentuk yaing tepait,

aisais kesesuaiiain aintairai jenis, hierairki, dain maiteri muaitain, aisais daipait

dilaiksainaikain, aisais kedaiya igunaiain dain kehaisilgunaiain, aisais kejelaisain rumusain

dain aisais keterbukaiain. 29

3. Pembongkairain Reklaime

Pengertiain Reklaime sendiri menurut Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun

2022 tentaing Hubungain Keuaingain aintairai Pemerintaih Pusait dain Pemerintaih

Daieraih Paisail 1 aingkai 51, Reklaime aidailaih bendai, ailait, perbuaitain, aitaiu mediai

yaing berbentuk dain coraik raigaimnyai diraincaing untuk tujuain komersiail

memperkenailkain, mengainjurkain, mempromosikain, aitaiu menairik perhaitiain

umum terhaidaip sesuaitu.30

Pembongkairai Reklaime aidailaih kegiaitain membongkair aitaiu merobohkain

seluruh aitaiu sebaigiain baingunain, komponen, baihain baingunain, dain/aitaiu

praisairainai dain sairainainyai dailaim suaitu reklaime yaing sudaih terbengkailaii aitaiu

tidaik laigi menaiaiti aiturain-aiturain mengenaii Reklaime yaing berlaiku.

29 Uindaing-Uindaing No 15 Taihuin 2019 pieruibaihain aitais Uindaing-Uindaing No 12 Taihuin 2011
30 Uindaing-Uindaing Nomor 1 Taihuin 2022 Tientaing Huibuingain Kieuiaingain aintairaiPiemierintaih

Puisait dain Piemierintaih Daiieraih
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4. Maiteri Muaitain

Maiteri Muaitain aidailaih maiteri yaing dimuait dailaim Peraiturain perundaing-

undaingain sesuaii dengain jenis, fungsi, dain hierairki Peraiturain perundaing-

undaingain. 31

G. Metode Penelitiain

1. Jenis Penelitiain

Jeinis peineilitiain ini meingaicui paidai peineilitiain Yuiridis Normaitif, ya ikni

penelitiain yaing berfokus paidai ainailisis hukum berdaisairkain sumber-sumber

hukum yaing bersifait normaitif, seperti undaing-undaing, Peraiturain perundaing-

undaingain, putusain pengaidilain, dain doktrin hukum. Penelitiain yuridis normaitif

bertujuain untuk memaihaimi dain menginterpretaisikain Peraiturain hukum yaing

aidai, sertai membaingun airgumen hukum berdaisairkain normai-normai ya ing

berlaiku.

2. Sumber Daitai

Sumber daitai yaing digunaikain dailaim penelitiain ini melailui waiwaincairai

laingsung di laipaingain. Selaiin waiwaincairai, gunai melengkaipi pemecaihain maisailaih

ini terdaipait jugai sumber daitai yaiitu merupaikain sumber daitai sekunder ya ing

terdiri dairi baihain hukum primer, sekunder dain tersier sebaigaii berikut:

a. Baihain Hukum Primer

31 Uindaing- Uindaing No 12 Taihuin 2011
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Baihain Hukum Primer merupaikain baihain hukum ya ing mengikait berupai

Peraiturain perundaing-undaingain, yaiitu Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 2022

Tentaing Keuaingain Aintairai Pemerintaih Pusait dain Pemerintaih Daieraih; Undaing-

Undaing Nomor 15 Taihun 2019 Tentaing Perubaihain aitais Undaing-Undaing

Nomor 12 Taihun 2011 Tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain;

Undaing-Undaing Nomor 23 Taihun 2014 Tentaing Pemerintaih Daieraih; Peraiturain

Daieraih Provinsi Daieraih Istimewai Yogyaikairtai Nomor 6 Taihun 2017 Tentaing

Pengunaiain dain Pemainfaiaitain Baigiain-Baigiain Jailain Provinsi.

b. Baihain Hukum Sekunder

Baihain Hukum Sekunder merupaikain Baiain Hukum ya ing memberikain

penjelaisain lebih lainjut mengenaii baihain hukum primer.32 Seperti raincaingain

Undaing-undaing; haisil-haisil penelitiain sebelumnyai; haisil kairyai dairi kailaingain

hukum dain seterusnyai. Baihain hukum yaing digunaikain dailaim penulisain skripsi

ini aidailaih kaimus hukum; buku-buku; dain dokumen-dokumen ya ing berkaiitain

dengain mekainisme pembongkairain Reklaime.

c. Baihain Hukum Tersier

Baihain hukum tersier merupaikain baihain hukum pelengkaip terhaidaip baihain

hukum primer dain baihain hukum sekunder, yaikni baihain hukum ya ing

memberikain petunjuk maiupun penjelaisain terhaidaip baihain hukum primer dain

sekunder, contohnyai aidailaih Kaimus Besair Baihaisai Indonesiai (KBBI),

Ensiklopediai, Kaimus Hukum, sertai Baihain dairi Internet.

32 Aimiruiddin, H. Zaiinail Aisikin, Piengaintair Mietodielogi Pienielitiain Huikuim, iEdisi Rievisi, Ctk.
IX, Raijaiwailipiers, Jaikairtai, 2016, hlm. 118



28

3. Teknik Pengumpulain Daitai

Sesuaii dengain jenis dain sumber daitai ya ing diteraipkain dain digunaikain

dailaim penelitiain ini, terdaipait duai metode ya ing naintinyai aikain digunaikain dailaim

raingkai mengumpulkain daitai gunai menunjaing pembaihaisain dailaim penelitiain ini,

diaintairainyai ya iitu:

a. Librairy reseairch

Penelitiain pustaikai (librairy reseairch) merupaikain jenis penelitiain yaing

dilaikukain dengain menggunaikain ailait studi dokumen, untuk mempelaijairi baihain-

baihain hukum ya ing merupaikain daitai sekunder. Pertaimai-taimai, peneiliti aikain

menghimpun semuai Peraiturain-Peraiturain ya ing berkaiitain dengain objek

penelitiain. Selainjutnyai, dairi baihain-baihain tersebut, peneliti aikain memilih aisais-

aisais, doktrin-doktrin ketentuain mengenaii Pembentukain Peraiturain Gubernur

yaing tepait mengenaii objek yaing diteliti.

b. Waiwaincairai

Waiwaincairai merupaikain metode pengumpulain daitai dengain melaikukain

komunikaisi duai airaih (diailogue) dengain responden, baiik secairai laingsung

maiupun tidaik laingsung. Dailaim penelitiain ini metode waiwaincairai digunaikain

sebaigaii metode untuk memperkuait daitai yaing peneliti olaih dain menunjaing

pembaihaisain dailaim penelitiain.33 Responden dailaim penelitiain ini iailaih Kepailai

Baigiain Hukum Pemerintaih Provinsi Daieraih Istimewai Yogyaikairtai.

33 Suiraitmain, Philip Dillaih, Mietodie Pienielitiain Huikuim. Diliengkaipi Taitai Cairai & Contoh
Pienuilisain KairyaiIlmiaih Bidaing Huikuim, Ciet kietigai, Ailfaibietai, Bainduing, 2015, hlm. 127
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4. Ainailisis Daitai

Ainailisis dailaim daitai ini menggunaikain pendekaitain ainailisis kuailitaitif

yaikni metode penelitiain ya ing digunaikain untuk memaihaimi dain

menginterpretaisikain daitai non-numerik. Pendekaitain ini berfokus paidai

pemaihaimain mendailaim tentaing konteks, maiknai, dain pengailaimain. Metode

Kuailitaitif ini mengaindung daitai seperti, waiwaincairai, observaisi, dokumen,

trainskrip.

5. Metode Pendekaitain

Metode pendekaitain yaing digunaikain dailaim peneilitiain ini aidailaih

pendekaitain Peraiturain perundaing-undaingain, menurut Peter Maihmud Mairzuki,

yaiitu pendekaitain dengain menelaiaih Peraiturain perundaing-undaingain dain

regulaisi yaing bersaingkut paiut dengain isu hukum ya ing ditaingaini.34 Pendekaitain

ini jugai meneliti faiktai-faiktai ya ing terjaidi di laipaingain.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 4 (Empat) Bab dengan isi Sub

Bab-bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang,

34 Muikti Faijair dain Yuiliainto Aichmaid, Duiaiilismie Pienielitiain Huikuim Normaitif dain iEmpiris,
Yogyaikairtai, 2010. hlm. 15
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pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisi mengenai Tinjauan umum tentang Reklame,

Tinjauan pembentukan Peraturan dan Tinjauan

mengenai pembongkaran reklame

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Mengenai hasil penelitian dan

pembahasan Urgensi pembentukan Peraturan

gubernur dan apa saja materi muatan di dalam

Peraturan Gubernur tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang

memberikan isi kesimpulan dan saran dalam

penulisan skripsi ini.
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Riska Hiening Trisyantara, Pieniegakan Hukum Dalam Pienyielienggaraan Rieklamie

Mienurut Pieraturan Daierah Koita Yoigyakarta Noimoir 2 Tahun 2015 Di

Koita Yoigyakarta, dalam Skripsi, Univiersitas Islam Indoiniesia, 2017.

D. Pieraturan Pierundang-Undangan

Undang-Undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintah

Daierah

Undang-undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 13 Tahun 2022 tientang Pierubahan

Kiedua atas Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2011 tientang Piembientukan

Pieraturan Pierundang-Undangan

Undang-undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 15 Tahun 2019 tientang Pierubahan

atas Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2011 Tientang Piembientukan

Pieraturan Pierundang-Undangan

Undang-Undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 1 Tahun 2022 Tientang Hubungan

Kieuangan antara Piemierintah Pusat dan Piemierintah Daierah

Undang-undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 12 tahun 2011 Tientang Piembientukan

Pieraturan Pierundang-Undangan.

Undang-undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 2 Tahun 2022 tientang Pierubahan

Kiedua atas Undang-Undang Noimoir 38 Tahun 2004 tientang Jalan
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Undang-Undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 23 Tahun 2014 tientang Piemierintah

Daierah

Undang-Undang Riepublik Indoiniesia Noimoir 6 Tahun 2023 Tientang Pienietapan

Pieraturan Piemierintah Piengganti Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 2022

Tientang Cipta Kierja Mienjadi Undang-Undang.

Pieraturan Walikoita Mataram Noimoir 6 Tahun 2023 Tientang Tata Cara

Pielaksanaan Jaminan Boingkar Rieklamie.

Pieraturan Daierah Koita Yoigyakarta Noimoir 6 Tahun 2022 Tientang Rieklamie.

Pieraturan Daierah Yoigyakarta Noimoir 6 tahun 2017 tientang Pienggunaan dan

Piemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Proivinsi

Pieraturan Mientieri Dalam Niegieri Noimoir 12 Tahun 2018 tientang Pierubahan atas

Pieraturan Mientieri Dalam Niegieri Noimoir 80 Tahun 2015 tientang

Piembientukan Proiduk Hukum Daierah

E. Intierniet

Admin Warta, Ciptakan Koita Yoigya yang iEstietik diengan tiertib rieklamie, Poirtal

Bierita Piemierintah Koita Yoigyakarta, tierdapat dalam

https://warta.joigjakoita.goi.id/dietail/indiex/23846. tanggal 28 Sieptiembier

2022, Diaksies pada tanggal 12 Mariet 2024

Admin Warta, Piemkoit Yoigya Antisipasi Pielanggaran rieklamie jielang piemilu,

Poirtal Bierita Piemierintah Koita Yoigyakarta, tierdapat dalam

https://warta.joigjakoita.goi.id/dietail/indiex/28348, tanggal 26 juli 2023,

Diaksies pada tanggal 12 Mariet 2024

https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23846
https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28348
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Humas DIY, Satpoil PP DIY Panggil Piemilik Rieklamie tak bierizin, Piemierintah

Daierah Daierah Istimiewa Yoigyakarta, tierdapat dalam

https://joigjaproiv.goi.id/bierita/pasang-rieklamie-di-diy-harus-kantoingi-izin,

tanggal 16 juli 2018, Diaksies pada tanggal 10 Januari 2024.

Kukuh, istimiewanya rieklamie illiegal di yoigyakarta: piemda rugi ratursan miliar,

tak ada piergub dan duit untuk miemboingkar, gatracoim, tierdapat dalam

https://www.gatra.coim/niews-538466-riegioinal-istimiewanya-rieklamie-

iliegal-di-yo igyakarta-piemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-piergub--duit-

untuk-miemboingkar.html, diaksies pada 8 Mariet 2022

Siroijul Khafid, Sietiap Hari Ada Pienierbitan Rieklamie liat di Joigja, Sudah 125

Tierjaring, Harian Joigja, tierdapat dalam

https://m.harianjoigja.coim/joigjapoilitan/riead/2021/04/06/510/1068152/sietia

p-hari-ada-pieniertiban-rieklamie-liar-di-joigja-sudah-125-tierjaring. 06 April

2021 Diaksies pada tanggal 12 Mariet 2024

Sunartoinoi, 1.500 Papan Rieklamie di DIY Tiernyata Tak Bierizin Soiloipois. Tierdapat

dalam https://www.soiloipois.coim/iealah-1-500-papan-rieklamie-di-diy-

tiernyata-tak-bierizin-1274828 diaksies tanggal 11 miei 2022.

F. Wawancara

Wawancara diengan Annisa Kumalasari, S.H., M.H., sielaku Analis Pieraturan

Pierundang-undangan dan Rancangan Pieraturan Pierundang-undangan

pada Biroi Hukum Piemierintah Proivinsi DIY tanggal 23 Noiviembier 2023

Wawancara diengan Ibu Dita Mienik siebagai markieting PT iEurieka Adviertising

tanggal 25 Noiviembier 2023

https://jogjaprov.go.id/berita/pasang-reklame-di-diy-harus-kantongi-izin
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://www.gatra.com/news-538466-regional-istimewanya-reklame-ilegal-di-yogyakarta-pemda-rugi-ratusan-miliar-tak-ada-pergub--duit-untuk-membongkar.html,
https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penertiban-reklame-liar-di-jogja-sudah-125-terjaring
https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/04/06/510/1068152/setiap-hari-ada-penertiban-reklame-liar-di-jogja-sudah-125-terjaring
https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828
https://www.solopos.com/ealah-1-500-papan-reklame-di-diy-ternyata-tak-berizin-1274828
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